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Cybersecurity is a crucial part of banking risk management. Banks need
to communicate to stakeholders about the cybersecurity risk
management they have implemented and will continue to implement.
This is where banking cybersecurity disclosure plays a crucial role for
stakeholders. The formation of an information technology steering
committee is a banking obligation based on POJK No. 11 of 2022
concerning the Implementation of Information Technology by
Commercial Banks. This study examines the effect of the size of the
technology committee on the level of cybersecurity disclosure in
Indonesian banks. The observation period was from 2018 to 2023, for
banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The study findings
indicate that the technology committee has a positive and statistically
significant correlation with the level of cybersecurity disclosure among
Indonesian banks. The size of the technology committee does have a
beneficial and noteworthy impact on the level of cybersecurity
information disclosed.
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INFO ARTIKEL ABSTRAK
Koresponden Keamanan siber adalah bagian penting dari manajemen risiko
e G perbankan. Bank perlu mengkomunikasikan kepada
ia Sari

liasari1505@yahoo.co.id

Kata kunci:

Pengungkapan keamanan
siber, cyber security
disclosure, bank,
manajemen resiko, resiko

stakeholder mengenai manajemen risiko keamanan siber yang
telah dan akan terus dilakukan bank. Disinilah peran penting
pengungkapan keamanan siber perbankan bagi para
stakeholder. Pembentukan komite pengarah teknologi
informasi yang merupakan kewajiban perbankan berdasarkan
POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Studi ini mencoba
melihat pengaruh ukuran komite teknologi terhadap tingkat
pengungkapan keamanan siber pada perbankan Indonesia.

siber Periode pengamatan sejak tahun 2018 s.d 2023, pada perbankan

yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Tenuan penelitian
menunjukkan bahwa komite teknologi berkorelasi positif dan

Website: signifikan secara statistik dengan tingkat pengungkapan
httpsy/idm.or.id/|SER/inde keamanan siber di antara bank-bank di Indonesia. Besarnya
x.php/JSER komite teknologi memang memberikan dampak yang

menguntungkan dan patut diperhatikan pada tingkat
informasi keamanan siber yang diungkapkan.

Hal: 1293 - 1306 . )
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PENDAHULUAN

Keamanan siber telah muncul sebagai dimensi kritis dalam ranah manajemen risiko
(Azzahrah et al., 2024; Li et al., 2018). Keamanan siber dapat diartikan sebagai
pengamanan informasi dan perlindungan sistem elektronik, jaringan, perangkat keras,
perangkat lunak, atau data dari akses atau bahaya yang tidak sah (Schatz & Wall, 2017).
Kesadaran pentingnya keamanan siber telah meningkat dalam masyarakat kontemporer
(Budiyanto & Mabruri, 2025; Cloramidine & Badaruddin, 2023). Akibatnya, ada
kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran perusahaan di bidang
manajemen ancaman siber. Pengakuan perlindungan aset digital merupakan perhatian
penting bagi organisasi, karena serangan siber dapat berdampak buruk pada kinerja
perusahaan dan bahkan memengaruhi kesehatan mental (Fatihah et al., 2025).

Kemajuan teknologi informasi yang cepat, ditambah dengan meningkatnya frekuensi
serangan siber (Aldasoro et al., 2022; Budiyanto & Mabruri, 2025) memaksa para
pemangku kepentingan untuk mencari jaminan mengenai implementasi efektif
manajemen keamanan siber oleh perusahaan. Pengungkapan keamanan siber
merupakan agenda yang relatif baru dalam transparansi perusahaan. Meningkatnya
insiden serangan siber memperkuat permintaan pemangku kepentingan untuk
informasi yang cukup berkaitan dengan langkah-langkah keamanan siber. Para
pemangku kepentingan mengadvokasi transparansi dari perusahaan publik mengenai
manajemen risiko keamanan siber mereka. Menanggapi kekhawatiran yang meningkat
ini, sangat penting bagi setiap perusahaan publik untuk membangun tata kelola
keamanan siber yang kuat dan untuk memberikan pengungkapan komprehensif
mengenai prioritas dan pengelolaan inisiatif keamanan siber.

Entitas yang terlibat dalam manajemen risiko harus memiliki kemampuan untuk
mengidentifikasi dan mengurangi risiko secara efektif (Kamaruzaman et al., 2019).
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Penyebaran informasi manajemen risiko menawarkan manfaat yang signifikan bagi
organisasi dan para pemangku kepentingannya. Berbagai strategi yang bertujuan untuk
meningkatkan keamanan siber mencakup peningkatan kapasitas, pembentukan
kerangka kerja perlindungan dan keamanan yang terkonsentrasi pada pertahanan
dunia maya, serta kemajuan komunikasi, sinergi kolaboratif, koordinasi, jaringan, dan
kemitraan teknis untuk menumbuhkan komunitas keamanan siber (Agustin & Firdos,
2024).

Entitas publik harus mengakui pentingnya keamanan siber dan membuat
pengungkapan yang sesuai mengenai masalah ini (Sofiani et al., 2024). Pengungkapan
semacam itu memungkinkan entitas untuk menunjukkan akuntabilitas dan keterlibatan
mereka dengan isu-isu ini, sehingga menumbuhkan kepercayaan di antara para
pemangku kepentingan. Entitas publik seharusnya tidak hanya menerapkan program
manajemen risiko cyber yang kuat tetapi juga mengkomunikasikan informasi yang tepat
waktu dan relevan mengenai inisiatif tersebut kepada para pemangku kepentingan
melalui pengungkapan keamanan siber.

Penulis akan membatasi ukuran pengungkapan keamanan siber ke satu bab atau sub
bab dari laporan tahunan perbankan. Penulis menetapkan batasan ini karena teknologi
informasi terkait erat dengan siber dan keamanan siber. Selain itu, diharapkan batasan
ini akan meningkatkan konsentrasi penelitian ini, yang menggunakan konten analisis.

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki pengaruh ukuran komite teknologi
terhadap pengungkapan keamanan siber. Peneliti akan menggunakan the new
institutionalism theory. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengaruh ukuran komite teknologi terhadap tingkat pengungkapan keamanan siber?
Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris
pengaruh ukuran komite teknologi terhadap tingkat pengungkapan keamanan siber
perbankan di Indonesia.

METODE PENELITIAN
Pengungkapan Keamanan Siber

Pengungkapan keamanan siber dapat didefinisikan sebagai pengungkapan yang
ditujukan kepada pihak terkait mengenai keamanan informasi dan perlindungan sistem
elektronik, jaringan, perangkat, program, atau data dari pencurian atau kerusakan. Di
Indonesia, bahkan di Amerika Serikat dan Kanada, pengungkapan ini masih bersifat
sukarela. Pengungkapan sukarela tersebut memberikan informasi yang lebih luas
daripada pengungkapan wajib (Al Amosh & Khatib, 2022).

Belakangan ini, otoritas pengatur di Amerika Serikat dan Kanada telah
menggarisbawahi pentingnya pengungkapan keamanan siber dan telah mengeluarkan
panduan komprehensif (Gao et al, 2020; Héroux & Fortin, 2020). Pengungkapan
keamanan siber telah menjadi perhatian para akademisi akuntansi dalam beberapa
tahun terakhir. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan
dalam konteks Amerika Serikat dan kanada. Investigasi sebelumnya menunjukkan
kurangnya penelitian pengungkapan keamanan siber dalam kerangka negara
berkembang (Sari et al., 2024), yang berisiko lebih tinggi menjadi sasaran serangan siber.
Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam konteks Indonesia, yag merupakan
negara berkembang, di mana pengungkapan keamanan siber dianggap sebagai opsi
pelaporan sukarela bagi perusahaan.

Meningkatnya prevalensi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia bersamaan
dengan meningkatnya kerentanan keamanan siber (Budiyanto & Mabruri, 2025;
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Cloramidine & Badaruddin, 2023). Menurut data X-Force Threat Intelligence Index 2022,
22,4% serangan cyber dalam 10 sektor terkemuka pada tahun 2021 diarahkan ke domain
keuangan dan asuransi, dengan 70% dari serangan ini ditujukan khusus pada lembaga
perbankan, 16% di entitas asuransi, dan 14% di berbagai sektor keuangan lainnya
(https:/ /www.ojk.go.id, 2022). Laporan dari BSSN menunjukkan bahwa hampir 1
miliar serangan cyber tercatat di Indonesia pada tahun 2022, dengan malware mewakili
bentuk serangan dominan sebesar 56,84%, digantikan oleh pelanggaran data sebesar
14,75%, aktivitas Trojan sebesar 10,9%, dan bentuk lainnya sebesar 17,51%
(https:/ /www.antaranews.com). Laporan BSSN dari tahun 2023 menggambarkan
bahwa Indonesia berada di antara 10 negara sumber anomali teratas serta di antara 10
negara tujuan anomali teratas(BSSN, 2024; Taufik, 2024). Indonesia memimpin
peringkat untuk sumber dan tujuan anomali, diikuti oleh Amerika Serikat, Singapura,
Jerman, Belanda, Prancis, Rusia, China, Republik Moldova, dan Republik Ceko.

Meskipun tidak ada sektor yang dikecualikan dari ancaman serangan cyber, penelitian
ini berkonsentrasi pada sektor perbankan karena tiga alasan utama. Pertama,
kerentanan perusahaan perbankan dan keuangan terhadap serangan cyber jauh lebih
tinggi daripada bisnis di industri alternatif (Almansi, 2018). Direktur Penelitian dari
Departemen Riset dan Regulasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan
bahwa industri keuangan atau perbankan menempati posisi terdepan sebagai sektor
yang paling terpengaruh oleh serangan cyber (Kontan.co.id, 2022).

Kedua, literatur yang ada telah menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan siber
dalam sektor perbankan menunjukkan karakteristik yang berbeda jika dibandingkan
dengan entitas perusahaan lainnya. Perusahaan yang beroperasi di sektor keuangan
telah melaporkan indeks pengungkapan keamanan siber tertinggi, yang juga
menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu (Ramirez et al., 2022).
Mengingat bahwa bank mewakili industri yang ditandai dengan tingkat pemanfaatan
teknologi informasi yang tinggi, pengungkapan keamanan siber mereka sering berbeda
dari sektor lain (Gao et al., 2020). Selain itu, perusahaan dalam domain keuangan,
khususnya bank, tunduk pada kerangka peraturan yang ketat, menghasilkan kewajiban
pengungkapan unik yang berbeda dari yang dikenakan pada entitas di industri lain
(Haislip et al., 2020).

Ketiga, lanskap peraturan yang berkaitan dengan keamanan siber di Indonesia
menempatkan penekanan yang signifikan pada sektor keuangan, dengan perbankan
menjadi fokus utama pengawasan pemerintah, karena sektor ini dianggap berada pada
risiko tertinggi serangan cyber. Pemerintah melalui OJK memberlakukan Peraturan
Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank
(https:/ /www.aseanbriefing.com, 2023). OJK menguraikan lebih lanjut peraturan ini
dalam Surat Edaran Nomor 29/SEQOJK.03/2022 (SEOJK 29) tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan ini dirancang khusus untuk sektor perbankan di Indonesia, tanpa peraturan
serupa yang ditujukan untuk industri lain. Di sektor perbankan, kerangka peraturan
yang mengatur manajemen risiko teknologi informasi ditentukan dalam POJK Nomor
38/POJK.03/2016, sebagaimana kemudian diubah menjadi POJK Nomor
13/POJK.03/2020.

Pada tahun 2022, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang
penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum atau PTIB. Peraturan ini
menggantikan POJK Nomor 13/POJK.03/2020. PTIB mencakup dimensi data,
teknologi, manajemen risiko, kolaborasi, dan kerangka kelembagaan bank umum,
semuanya bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kematangan operasional dalam
entitas keuangan ini. Peraturan baru, yang dirumuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan
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(OJK), merupakan kerangka kerja keamanan siber perdana di Indonesia yang dirancang
khusus untuk sektor keuangan, khususnya perbankan. OJK menjelaskan ketentuan
tersebut dalam Surat Edaran Nomor 29/SEOJK.03/2022 (SEOJK 29), tanggal 27
Desember 2022. Surat edaran ini berisi rincian lengkap mengenai pelaksanaan Peraturan
Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Organisasi Teknologi Informasi oleh Bank
(https:/ /www.aseanbriefing.com, 2023). Hingga saat ini, peraturan yang ada tidak
memberlakukan kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi
keamanan siber.

Entitas publik diharuskan memberikan informasi yang optimal sebagai indikator metrik
kinerja mereka. Investor akan memanfaatkan informasi ini untuk mengevaluasi,
memperkirakan, dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai penilaian
saham perusahaan. Informasi penting yang mencerminkan kinerja perusahaan
dirangkum dalam laporan tahunan. Di luar data keuangan, investor memerlukan
informasi non-keuangan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan investasi
mereka. Informasi yang disebarluaskan dalam bentuk pengungkapan sukarela
dianggap meningkatkan nilai perusahaan, karena perusahaan yang menunjukkan
transparansi tersebut dianggap lebih baik. Chaidir dkk. (2024) mengidentifikasi bahwa
transparansi dalam pengungkapan risiko cyber dapat menumbuhkan kepercayaan,
meningkatkan stabilitas relasional, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai
pasokan.

Pengungkapan yang jelas dan dapat dipahami dapat secara signifikan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan (Sukma et al., 2025). Pengungkapan
keamanan siber dalam laporan tahunan memungkinkan entitas publik untuk
mengkomunikasikan kepada pasar keterlibatan proaktif mereka dalam mencegah,
mendeteksi, dan mengurangi konsekuensi serangan siber. Sari dkk. (2025) memberikan
bukti empiris yang menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan siber cenderung
meningkat setelah terjadinya insiden keamanan siber. Pengungkapan keamanan siber
berfungsi untuk mengurangi biaya litigasi potensial yang dikaitkan dengan
berkurangnya tanggung jawab terkait dengan peningkatan transparansi terkait dengan
pengungkapan tersebut. Berkman et al., (2018) menetapkan korelasi positif antara
kesadaran keamanan siber dan penilaian pasar.

Penulis melihat beberapa hal berikut terkait pengungkapan keamanan siber pada
perbankan Indonesia: 1. Belum ada peraturan tertulis dari pihak berwenang, seperti
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau BAPEPAM, yang mengatur pengungkapan
keamanan siber secara sukarela atau wajib. 2. Tingkat serangan siber yang tinggi,
terutama yang melibatkan perbankan Indonesia, membuat stakeholder membutuhkan
informasi yang cukup tentang keamanan siber. Tetapi pengungkapan tentang
keamanan siber perbankan Indonesia tidak seragam, bahkan mungkin rendah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indeks pengungkapan keamanan siber
yang dikembangkan oleh Sari (2025). Indeks pengungkapan keamanan siber milik Sari
(2025) dikembangkan dari literatur terdahulu terkait pengembangan indeks
pengungkapan keamanan siber milik (Firoozi & Mohsni, 2023); (Ramirez et al., 2022);
(EY, 2022); (Ernst & Young LLP, 2021); (Héroux & Fortin, 2020). Indeks tersebut juga
mengakomodir POJK No. 11 tahun 2022; SEOJK No. 29 tahun 2022; dan SEC
Cybersecurity Risk Management, Strategy, Governance, dan Incident Disclosure 2023.
Penelitian ini menggunakan tingkat pengungkapan keamanan siber sebagai jumlah total
pengungkapan keamanan siber yang dilakukan bank dalam bab teknologi informasi
laporan tahunan bank. Total item pengungkapan sebanyak 73 item, dengan nilai 1 untuk
setiap item yang diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan.
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Komite Teknologi

Pembentukan komite teknologi yang terpisah dari komite lainnya, seperti komite risiko
dan komite audit, dapat membantu tata kelola teknologi informasi dengan
meningkatkan kemungkinan pengungkapan keamanan siber dan menunjukkan
kredibilitas terkait keamanan siber, termasuk tindakan pencegahan dan identifikasi
serangan siber (Higgs et al., 2016). Dari perspektif teori institusional baru, pembentukan
komite teknologi menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk memenuhi
persyaratan keamanan siber lingkungan institusional. Komite teknologi menunjukkan
kepada pihak berwenang bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjaga keamanan
siber (Higgs et al., 2016). Peng & Krivacek (2020) menyarankan agar direksi membentuk
komite keamanan siber untuk menilai risiko keamanan siber perusahaan. Higgs et al.
(2016) melaporkan bahwa perusahaan yang memiliki komite teknologi melaporkan
lebih banyak pelanggaran keamanan.

Regulator dan investor membutuhkan informasi mengenai tata kelola dalam hal
keamanan siber. Pembentukan komite teknologi mencerminkan penerapan tata kelola
perusahaan yang baik. Dari perspektif teori institusi baru, pembentukan komite
teknologi menunjukkan komitmen perusahaan untuk memenuhi tuntutan lingkungan
institusional terkait keamanan siber. Adanya komite teknologi memberikan sinyal
kepada para pemangku kepentingan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk
menjaga keamanan siber (Higgs et al., 2016). Penelitian ini akan menggunakan ukuran
komite teknologi sebagai faktor penentu dalam pengungkapan keamanan siber.
Semakin besar ukuran komite teknologi, semakin banyak anggota yang terlibat dalam
mengawasi dan mengarahkan perusahaan dalam hal keamanan siber. Ukuran komite
teknologi yang besar menunjukkan tingkat komitmen perusahaan yang tinggi terkait
tata kelola keamanan siber. Hal ini akan berdampak positif terhadap tingkat
pengungkapan keamanan siber perusahaan.

Higgs et al. (2016) menemukan adanya korelasi positif yang signifikan antara
keberadaan komite teknologi dengan laporan mengenai breach keamanan siber. Buckby
et al. (2015) menemukan bahwa keberadaan komite teknologi berkaitan dengan
peningkatan pengungkapan risiko. Berdasarkan tinjauan literatur, belum banyak
penelitian empiris yang menyelidiki pengaruh ukuran komite teknologi terhadap
tingkat pengungkapan keamanan siber. Dalam penelitian sebelumnya, komite teknologi
yang dianalisis selalu menggunakan variabel dummy (Haislip et al., 2020; Higgs et al.,
2016). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bank untuk membentuk
Komite Pengarah Teknologi Informasi. Karena itu, penelitian ini akan menggunakan
ukuran komite, seperti yang sering digunakan dalam penelitian mengenai komite audit
atau komite risiko.

Pengawasan merupakan aktivitas penting dalam good corporate governance. Teori
keagenan menyatakan bahwa kualitas pengawasan dapat mengurangi tingkah laku
oportunistik agen yang berpotensi merugikan kepentingan prinsipal. Komite audit yang
berukuran besar dapat melindungi dan mengontrol proses akuntansi dan keuangan
karena meningkatnya nasihat dari para anggota yang ahli. Secara empiris terbukti
bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
(Kipkoech & Rono, 2016). Ukuran komite audit yang lebih besar dapat meningkatkan
fungsi pengawasan, dan hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran komite audit
berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pelaporan terintegrasi (Raimo et al., 2021).

1298



P-ISSN: 2715-6117 E-ISSN: 2715-6966

Alur Pikir

Semakin besar ukuran komite teknologi dan jumlah anggotanya, semakin banyak orang
yang akan mengawasi dan mengarahkan perusahaan dalam hal keamanan siber.
Ukuran komite teknologi yang lebih besar menunjukkan bahwa perusahaan sangat
berkomitmen pada keamanan siber, yang akan berdampak positif pada tingkat
pengungkapan keamanan siber perusahaan. Ukuran komite teknologi berpengaruh
terhadap pengungkapan keamanan siber.

Pengungkapan
Keamanan Siber

¥)

Ukuran Komite Teknologi

v

Sumber: diolah penulis (2025)

Gambar 2. Kerangka Fikir

Jenis Penelitian

Variabel penelitian adalah karakteristik yang melekat pada orang, benda, atau subjek
lain yang nilai-nilainya berbeda dari satu subjek ke subjek lainnya. Dalam penelitian ini,
terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel dependen adalah
pengungkapan keamanan siber. Pengungkapan keamanan siber dapat diperoleh dari
laporan tahunan perusahaan dalam bentuk kalimat yang menjelaskan tentang risiko
keamanan siber serta upaya mengurangi risiko tersebut. Analisis konten dalam laporan
tahunan perbankan akan dibatasi pada bagian atau sub-bagian “Teknologi Informasi”.
Indeks pengungkapan keamanan siber menggunakan indeks yang telah dikembangkan
dalam penelitian terdahulu oleh Sari (2025). Variabel pengungkapan keamanan siber
diukur dengan menghitung jumlah item pengungkapan keamanan siber dalam laporan
tahunan dibagi dengan total item pengungkapan keamanan siber (73 item). Variabel
independen yang digunakan adalah ukuran komite teknologi, yang diukur dengan
jumlah anggota komite pengarah teknologi informasi dalam suatu bank.

Tabel 1. Definisi Operasional

Konsep Nama Variabel Definisi Operasional Indikator Skala
(Proksi)
Variabel Independen
. Ukuran jumlah anggota komite jumlah anggota Rasio
Komite . . .
Teknologi Komite . Pengarah teknologi komite p'epgarah .
teknologi informasi suatu bank teknologi informasi
Variabel Dependen
Pengungkapan Pengungkapan Pengungkapan terkait  Jumlah item yang Rasio
Keamanan Siber =~ Keamanan keamanan siber dalam  diungkapkan
Siber laporan tahunan suatu
bank khususnya n maximal 73
Bab/sub Bab Teknologi
Informasi

Sumber: Penulis (2025)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar di bursa efek
Indonesia periode 2018 s.d 2023. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling,
yaitu bank yang memiliki informasi mengenai ukuran komite teknologi yang
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dimilikinya dan disebutkan dalam laporan tahunan bank. Dengan metode ini, didapat
222 sampel bank.
Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah diproses oleh pihak
lain untuk tujuan tertentu dan kemudian dikumpulkan oleh peneliti sebagai bahan
penelitian (Fauzi et al., 2019). Data sekunder yang digunakan meliputi pengungkapan
keamanan siber dan ukuran komite teknologi. Data tersebut diperoleh dari Laporan
Tahunan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Peneliti mengumpulkan laporan tahunan perusahaan dari website resmi perusahaan.
Data yang dikumpulkan mencakup laporan tahunan perusahaan untuk periode
pengamatan, yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Data yang akan dianalisis
berupa data panel, yaitu data yang merupakan kombinasi dari data time-series dan data
cross-section (Fauzi et al., 2019).

Teknik Analisis Data

Hipotesis

Peng & Krivacek (2020) merekomendasikan pembentukan komite keamanan siber di
dalam dewan direksi untuk mengevaluasi risiko perusahaan terkait keamanan siber.
Komite teknologi dibentuk untuk menangani masalah terkait teknologi informasi.
Regulator dan investor membutuhkan informasi terkait tata kelola keamanan siber.
Pembentukan komite teknologi menunjukkan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
Hal ini juga menunjukkan kepada pasar bahwa perusahaan mampu dan bersedia
melakukan manajemen risiko terkait teknologi informasi melalui pembentukan komite
teknologi yang selevel dewan direksi.

Penelitian Higgs et al. (2016) menemukan bahwa perusahaan dengan komite teknologi
melaporkan lebih banyak breach keamanan siber dibandingkan perusahaan tanpa
komite teknologi (2,5% vs 0,5%). Ini mencerminkan adanya korelasi positif antara
pelaporan dan keberadaan komite teknologi. Keberadaan komite teknologi
menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keamanan siber. Dalam penelitian
tentang komite manajemen risiko, hasil empiris menunjukkan bahwa kualitas
pengungkapan manajemen risiko dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran
komite manajemen risiko. Perusahaan dengan komite manajemen risiko yang lebih
besar cenderung menyediakan pengungkapan manajemen risiko dengan kualitas yang
lebih tinggi (Jia et al., 2019).

Peneliti menduga bahwa ukuran komite teknologi berpengaruh positif terhadap tingkat
pengungkapan keamanan siber. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:
Ha: Ukuran komite teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
pengungkapan keamanan siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 2. Statistik Deskriptif
Variabel N  Minimum Maximum Mean Std. Deviation ~ Variance
UKT 222 4,00 38,00 11,7703 5,37014 28,838
PKS 222 2,00 30,00 12,2252 6,20565 38,510

Sumber: Diolah (2025)

Komite Teknologi
Ukuran komite teknologi dalam sampel penelitian menunjukkan perbedaan yang cukup
besar. Nilai terendah adalah 4 anggota, menunjukkan bahwa ada bank dengan komite
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teknologi yang cukup kecil, sedangkan nilai tertinggi mencapai 38 anggota,
menunjukkan adanya bank dengan komite teknologi yang jauh lebih besar dan mungkin
memiliki kepentingan serta fungsi yang lebih kompleks. Secara rata-rata, jumlah
anggota komite teknologi adalah 11,77, yang dapat dianggap sebagai ukuran yang
umum dan dominan pada sebagian besar bank dalam sampel penelitian.

Distribusi data menunjukkan bahwa sekitar 43,24% bank memiliki komite teknologi
dengan anggota kurang dari 10, sedangkan sebagian besar, yaitu 52,25%, memiliki
komite teknologi dengan jumlah anggota 10 sampai 20. Bank dengan komite teknologi
lebih dari 20 anggota tidak banyak, hanya sekitar 3,6%. Perbedaan ini menunjukkan
adanya perbedaan dalam kebijakan pengelolaan serta kebutuhan masing-masing bank
terhadap aspek teknologi, yang mungkin mencerminkan perbedaan dalam strategi
organisasi dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan risiko teknologi.

Dari analisis rata-rata selama periode pengamatan 2018 hingga 2023, ukuran komite
teknologi di bank-bank sampel secara umum relatif stabil meskipun ada sedikit
perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, rata-rata jumlah anggota sebesar 11,32,
relatif tidak berubah pada tahun 2019 sebesar 11,30. Pada tahun 2020, rata-rata
meningkat sedikit menjadi 11,41 dan berlanjut pada tahun 2021 sebesar 11,68.
Peningkatan lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan rata-rata mencapai 12,49,
tetapi pada tahun 2023, rata-rata menurun sedikit menjadi 12,43. Secara keseluruhan,
pola ini menunjukkan bahwa struktur komite teknologi di sektor perbankan Indonesia
relatif konsisten, dengan adanya peningkatan moderat yang mencerminkan kebutuhan
yang semakin tinggi terhadap pengawasan dan pengelolaan aspek teknologi di tengah
dinamika digitalisasi perbankan.

Pengungkapan Keamanan Siber

Statistik deskriptif mengenai pengungkapan keamanan siber menunjukkan bahwa nilai
minimum adalah 2, menunjukkan adanya bank dengan tingkat pengungkapan yang
sangat rendah, sedangkan nilai maksimum mencapai 30, menunjukkan adanya bank
yang memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Rata-rata pengungkapan mencapai
12,2252, yang menunjukkan bahwa secara umum, tingkat pengungkapan keamanan
siber di bank-bank sampel masih relatif moderat.

Analisis distribusi menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat kepatuhan dan
transparansi pengungkapan keamanan siber antar bank. Dari total sampel, sekitar 2,70%
bank hanya mengungkapkan 2 item, sedangkan 2,25% mengungkapkan 3 item.
Selanjutnya, 9,01% mengungkapkan 4 item, 2,70% mengungkapkan 5 item, serta 4,95%
mengungkapkan 6 item. Kategori dengan 7 hingga 10 item terdiri dari 6,31% (7 item),
2,70% (8 item), 4,05% (9 item), dan 7,21% (10 item).

Di tingkat yang lebih tinggi, terdapat 4,50% bank yang mengungkapkan 11 item, 5,86%
dengan 12 item, 6,31% dengan 13 item, 5,86 % dengan 14 item, dan 6,31 % dengan 15 item.
Bank dengan kategori 16 hingga 19 item masing-masing tercatat sebesar 5,41% (16 item),
2,70% (17 item), 5,41% (18 item), dan 2,52% (19 item). Menariknya, terdapat proporsi
terbesar yaitu 12,61% bank yang mengungkapkan 20 item atau lebih, menunjukkan
bahwa sebagian kecil bank telah mencapai tingkat pengungkapan keamanan siber yang
relatif komprehensif. Distribusi ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun
ada variasi dalam tingkat pengungkapan keamanan siber, mayoritas bank tetap berada
dalam kategori menengah, dengan sebagian kecil yang menunjukkan praktik
pengungkapan yang lebih luas dan mendalam.
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Analisis rata-rata tahunan menunjukkan adanya peningkatan konsisten dalam tingkat
pengungkapan keamanan siber di bank-bank sampel selama periode 2018 hingga 2023.
Pada tahun 2018, rata-rata jumlah pengungkapan keamanan siber sebesar 9,92 item,
meningkat menjadi 10,97 item pada tahun 2019 dan 11,89 pada tahun 2020. Kenaikan
terus berlanjut dengan 12,16 item pada tahun 2021 serta 13,27 item pada tahun 2022.
Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, dengan rata-rata mencapai 15,14
item. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran positif menuju praktik pengungkapan
keamanan siber yang lebih komprehensif, yang mungkin disebabkan oleh tingkat
kesadaran yang meningkat mengenai risiko siber, tuntutan regulasi, serta harapan
stakeholder terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perbankan.

Pengaruh Ukuran Komite Teknologi pada Pengungkapan Keamanan Siber

Temuan yang diperoleh dari analisis regresi mengungkapkan bahwa variabel yang
berkaitan dengan ukuran komite teknologi memberikan dampak positif dan signifikan
secara statistik pada tingkat pengungkapan keamanan siber, dengan taraf signifikansi
1%; sehingga, hipotesis diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran
komite teknologi dalam lembaga perbankan berkorelasi dengan peningkatan level
pengungkapan keamanan siber.

Dari perspektif teori agensi, kehadiran komite teknologi yang lebih substansif
meningkatkan kemanjuran pengawasan yang berkaitan dengan manajemen risiko cyber.
Komposisi komite yang diperluas memfasilitasi diversifikasi keahlian dan fortifikasi
mekanisme kontrol, sehingga mengurangi asimetri informasi yang ada antara
manajemen dan pemegang saham. Selain itu, komite yang lebih besar cenderung
memiliki sumber daya yang ditingkatkan yang mempromosikan kepatuhan terhadap
peraturan yang lebih ketat dan standar keamanan informasi, sehingga meningkatkan
transparansi dalam pengungkapan risiko cyber.

Dalam konteks teori kelembagaan baru, dampak nyata dari ukuran komite teknologi
pada pengungkapan keamanan siber dapat dianggap berasal dari tekanan normatif dan
mimetik yang lazim dalam industri. Lembaga perbankan yang dicirikan oleh struktur
komite teknologi yang lebih besar cenderung menghadapi harapan kelembagaan yang
tinggi untuk mengadopsi praktik transparansi yang selaras dengan norma industri dan
persyaratan peraturan. Selain itu, keberadaan komite teknologi yang lebih luas
memungkinkan bank untuk meniru praktik terbaik yang telah diadopsi oleh lembaga
peer, sehingga mengamankan legitimasi dalam lingkungan bisnis yang semakin
mengamanatkan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan keamanan siber.

Studi ini memberikan bukti empiris bahwa komite teknologi memainkan peran penting
dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di antara bank mengenai hal-hal
terkait keamanan siber. Temuan ini menguatkan penelitian yang dilakukan oleh Higgs
et al. (2016), yang mengidentifikasi korelasi positif dan signifikan antara kehadiran
komite teknologi dan frekuensi insiden keamanan siber yang dilaporkan, menunjukkan
peningkatan kesadaran organisasi dan akuntabilitas mengenai risiko cyber. Selain itu,
Buckby et al. (2015) mengungkapkan bahwa kehadiran komite teknologi berkorelasi
positif dengan peningkatan tingkat pengungkapan risiko, yang mencakup risiko
teknologi informasi. Ini menggarisbawahi bahwa struktur tata kelola yang secara
khusus mengakomodasi fungsi teknologi dapat memperkuat pengawasan dan
pengungkapan dalam kaitannya dengan masalah teknologi yang semakin kritis.

Sesuai dengan ini, (Raimo et al.,, 2021) menunjukkan bahwa ukuran komite audit
berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaporan terintegrasi, secara fundamental
menggarisbawahi pentingnya peran komite dalam dewan untuk memastikan
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transparansi informasi perusahaan. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa
keberadaan dan kemampuan komite teknologi merupakan elemen penting dalam tata
kelola bank yang efektif, terutama mengingat kompleksitas dan urgensi yang
dihadirkan oleh ancaman cyber dalam sektor perbankan.

Hasil ini semakin memperkuat pernyataan bahwa komite teknologi sangat penting
dalam bidang tata kelola perusahaan. Kehadiran dan besarnya komite teknologi
berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan yang memfasilitasi peningkatan
transparansi dalam pengungkapan risiko keamanan siber kepada pemangku
kepentingan. Pembentukan komite teknologi yang lebih besar dan mahir dapat menjadi
keharusan strategis bagi bank yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan
mengurangi risiko sistemik yang terkait dengan ancaman cyber. Akibatnya,
peningkatan kapasitas dan peran strategis komite teknologi diantisipasi menjadi
prioritas bagi bank yang berusaha untuk meningkatkan kebijakan pengungkapan
keamanan siber.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dipastikan bahwa
transparansi terkait keamanan siber dalam sektor perbankan di Indonesia secara
signifikan dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola internal. Dimensi komite teknologi
telah menunjukkan korelasi positif dan signifikan secara statistik dengan tingkat
pengungkapan keamanan siber di antara bank-bank di Indonesia. Besarnya komite
teknologi memang memberikan dampak yang menguntungkan dan patut diperhatikan
pada tingkat informasi keamanan siber yang diungkapkan. Komposisi komite teknologi
yang lebih besar dalam entitas berkorelasi dengan peningkatan kemungkinan organisasi
mengungkapkan informasi keamanan siber yang relevan. Ini menggarisbawahi peran
penting yang dimainkan kapasitas pengawasan teknologi dalam mendorong
transparansi keamanan cyber.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Temuan bahwa ukuran komite teknologi secara positif dan signifikan mempengaruhi
pengungkapan keamanan siber berkontribusi wawasan empiris yang berharga yang
menambah wacana tentang tata kelola teknologi informasi dalam konteks teori lembaga,
berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang bertujuan untuk mengurangi
asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan.

Sangat penting bagi manajemen perusahaan untuk meningkatkan integritas struktural
komite teknologi, karena kemanjurannya dalam mempengaruhi pengungkapan
keamanan siber secara positif telah dibuktikan. Ini menyoroti pentingnya membentuk
komite khusus yang secara strategis menangani pertimbangan teknologi dan keamanan
informasi.
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